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ABSTRAK 

 
Alat bukti elektronik diatur dalam pasal 73 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mengenai tindak 

pidana pencucian uang pada putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, dengan 

terdakwa BT secara sah telah melakukan tindak pidana pencucian uang dibuktikan dengan 

salah satu alat bukti berupa alat bukti elektronik. Rumusan masalah : (1) Bagaimanakah 

penerapan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang pada putusan 

29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pusat? (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana pada putusan 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.? Jenis penelitian 

menggunakan metode hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data 

menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan (1) Penerapan alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencucian uang memiliki 

peran yang sangat penting. Walaupun bukti elektronik belum diatur dalam KUHAP, tetapi 

dalam praktiknya alat bukti elektronik tersebut mampu menjadi alat bukti yang dapat di 

pertimbangkan oleh hakim. (2) hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih 

dahulu memperhatikan pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan dakwaan, tuntutan, alat bukti, 

dan barang bukti yang sudah dibuktikan oleh JPU dalam persidangan dan pertimbangan non 

yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa selama persidangan. 
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